
 
 
 
 

 
 

SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 70 TAHUN  2013 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 

Menimbang  :  bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 

 
  
Mengingat     :   1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2730); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043); 

 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4028); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4712); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5340); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4575); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5155); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4585); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4593); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 
2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor  4614); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  5161);  

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 

 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5219); 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5272); 

 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor  36 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525); 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2012 
Nomor 540); 

 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 
Nomor 694); 

 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 311); 



 4

29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 
Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C); 

 

30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2007    Nomor 4); 

 

31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 6); 

 

32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 12); 

 

33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 4); 

 

34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari 
PT. Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 

 

35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18); 

 

36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 24 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 24); 

 

37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2013 Nomor 7); 

 

38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013              
Nomor 8); 
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39. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 88 Tahun 2013 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 89) 
sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 58 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2012 Nomor 58); 

 
40. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2013 Nomor 62). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2013. 

 
 

Pasal  1 

 
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 
semula berjumlah Rp. 5.736.571.830.572,- (lima  trilyun  tujuh  ratus  tiga  
puluh enam  milyar  lima  ratus  tujuh  puluh  satu  juta   delapan  ratus 
tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)   bertambah sejumlah 
Rp. 324.091.715.810,- (tiga ratus dua puluh empat milyar sembilan puluh 
satu juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah)  
sehingga  menjadi Rp. 6.060.663.546.382,- (enam trilyun enam puluh 
milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu 
tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

 
1. Pendapatan : 

 
a. Semula Rp.   5.092.599.934.103,-  
   

b. Bertambah Rp.      162.644.219.341,-  
   
Jumlah pendapatan setelah perubahan    Rp.      5.255.244.153.444,- 

 
 
 

2. Belanja : 

 
a. Semula Rp.   5.720.099.162.102,-  
   

b. Bertambah Rp.      235.228.386.088,-  

   
Jumlah belanja setelah perubahan    Rp.     5.955.327.548.190,- 
  

Defisit setelah perubahan  (Rp.        700.083.394.746,-)                        
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3. Pembiayaan : 
 

a. Penerimaan 

 
1)  Semula Rp.    643.971.896.469,-  
   
2) Bertambah Rp.    161.447.496.469,-  

   
       Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp.      805.419.392.938,- 

 
b. Pengeluaran 
 

1)  Semula    Rp.        16.472.668.470,-  
   
2)  Bertambah    Rp.          2.510.238.900,-  

   
    Jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp.      18.982.907.370,-  
  
  
    Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.    786.436.485.568,- 
  

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
perubahan 

 
Rp.      86.353.090.822,- 

 
 

Pasal  2 
 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran 
Peraturan Walikota ini.  

 
 

Pasal  3 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal  4 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Surabaya. 

 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 28 Oktober 2013 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di ............. 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 28 Oktober 2013 
  

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

HENDRO GUNAWAN 
 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 70 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd 

 
MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH. 

P e m b i n a 
NIP. 19730504 199602 2 001 

 
 
 


